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beritikad baik
dalam eksekusi grosse akta pengakuan
utang

Tesis ini membahas mengenai konsep hukum perlindungan dan kepastian
hukum bagi kreditur yang beritikad baik. Perlindungan dan kepastian hukum
yang dimaksud disini adalah mengenai jaminan pelunasan utang atas kredit atau
pinjaman uang yang sudah diberikan oleh kreditur kepada debitur yang
kemudian untuk lebih menjamin pelunasan utang piutang tersebut, pihak debitur
diwajibkan untuk membuat perjanjian tambahan berupa grosse akta pengakuan
utang yang berkekuatan eksekutorial berdasarkan pasal 224 HIR disamping dari
akta perjanjian jaminan lainnya seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, ataupun
hipotik.

Permasalahan mengenai grosse akta pengakuan utang ini terletak pada sifat
perjanjiannya yang merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian assesoir dari
perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit ataupun perjanjian utang-piutang,
yang keberlakuannya tergantung pada perjanjian pokok tersebut, dan apabila
dalam akta perjanjian pokoknya terdapat cacat hukum yang dalam hal ini akta
tersebut dibuat oleh Notaris yang juga seorang manusia yang tidak lepas dari
kesalahan, maka bagaimana bentuk perlindungan bagi kreditur tersebut dan
bagaimana kedudukan seorang Notaris yang telah membuat akta tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif dengan tipologi penelitian
preskriptif. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum
bagi kreditur beritikad baik ini dapat mengacu pada pasal 1338 ayat 3 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan kekuasaan bagi Hakim
untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar setiap pelaksanaan suatu
perjanjian haruslah tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan
hakim diberikan wewenang untuk memutus menyimpang dari ketentuan yang
ada dengan memperhatikan asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam
pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya mengenai
cacat yuridis suatu akta yang mengakibatkan kebatalan suatu akta yang
disebabkan karena kesalahan Notaris maka hubungan hukum itu hanya dapat
dituntut pertanggungan jawabannya kepada Notaris dalam kualifikasi perbuatan
melawan hukum saja, karena posisi Notaris disini bukanlah sebagai pihak
melainkan sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk
menjalankan tugas pemerintahan dalam hal membuat akta otentik.
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This thesis explores the concept of legal protection and legal certainty for
lenders that having good intentions. Protection and legal certainty are referred to
here is related to debt repayment guarantees on loans or loan money that was
given by creditors to debtors and to further guarantee the repayment of these
debts, the borrowers are required to incur additional debt recognition grosse deed
in lieu of enforceable under Article 224 HIR in addition to other security
agreement of deed such as mortgage, pledge, or fiduciary.

Concerning problems about the recognition of this debt grosse deed lies in the
nature of the deal, which is an additional agreement or assesoir agreements from
the essentially agreements that consist of the credit agreement or contract debts,
which the validity depending on the principal agreement, and if in deed there is
essentially an agreement in terms of disability law, This deed is made by a notary
who is also a man who is not free from mistakes, then what form of protection for
creditors and how the position of a notary who has made such deed. This research
is qualitative research, normative prescriptive typology. The Research result is
legal protection and legal certainty for good intentions creditors can be referred to
article 1338 paragraph 3 Book of Civil Law Act which provides authority for the
judge to oversee the implementation of an agreement that each execution of an
agreement shall remain in upholding fairness and decency and justice given the
authority to decide, notwithstanding the provisions of existing by taking into
account the principle of good faith as set out in article 1338 paragraph 3 of Act
Book of Civil Law. Furthermore, regarding jurisdictional defect that resulted in a
nullification of a notarial deed which caused the error Notary law relationship can
only be prosecuted coverage of the answer to the notary in qualifying tort only,
because the notary's position here is not a party but as a public official who is
authorized by the State to perform tasks of government in terms of making
authentic documents.
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